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GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

o

NOMOR 24 TAHUN 2010

TENTANG
LAPORAN HARTA KEKAYAAN BAGI PEJABAT DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

bahwa Pejabat Daerah yang wajib melaporkan harta kekayaannya telah
diatur dengan Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor
107/KEP/2005 tentang Pejabat Yang Wajib Melaporkan Harta Kekayaannya
di Lingkungan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;

bahwa setelah dilakukan evaluasi, Pejabat Daerah yang wajib melaporkan
harta kekayaannya sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu diperluas
sampai kepada Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Instansi;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a
dan b perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Laporan Harta
Kekayaan Bagi Pejabat Daerabh;

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah
Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor
3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa
Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara
yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002
Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4250);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-
Undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
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Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai
Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang
Percepatan Pemberantasan Korupsi;

Keputusan  Menteri  Pendayagunaan  Aparatur Negara  Nomor
KEP/94/M.PAN/8/2005 tentang Pedoman Umum Koordinasi, Monitoring
dan Evaluasi Pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang
Percepatan Pemberantasan Korupsi;

Keputusan Bersama Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi dan Gubernur
Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor KEP.74/KPK/12/2004/Nomor
3/KSP/XI11/2004 tentang Keputusan Bersama di Bidang Pendaftaran
Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dan Sosialisasi
Pemberantasan Korupsi di Daerabh;

Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun
2007 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Provinsi
Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa
Yogyakarta Tahun 2007 Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

PERATURAN GUBERNUR TENTANG LAPORAN HARTA KEKAYAAN BAGI

PEJABAT DAERAH.

Pasal 1

(1) Pejabat Daerah wajib melaporkan harta kekayaannya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi.

(2) Pejabat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :

1.

© N o g > w0 N

Gubernur;

Wakil Gubernur;

Sekretaris Daerah;

Pejabat Eselon Il;

Kepala Kantor;

Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas;

Auditor; dan

Pemegang Kas, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penatausahaan Keuangan dan
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang mengelola dana di atas Rp. 500.000.000,- (lima
ratus juta rupiah).

Pasal 2

Pejabat Daerah yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1
dikenakan sanksi hukuman disiplin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



Pasal 3

Pendataan harta kekayaan Pejabat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2),
dilaksanakan oleh Kelompok Kerja Pendataan, Pendistribusian, Pemutakhiran Data, Pemantauan
Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dan Sosialisasi Pemberantasan Korupsi Provinsi
Daerah Istimewa Yogyakarta.

Pasal 4

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Gubernur ini, Keputusan Gubernur Daerah Istimewa
Yogyakarta Nomor 107/KEP/2005 tentang Pejabat Yang Wajib Melaporkan Harta Kekayaannya di
Lingkungan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 16 Agustus 2010

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,
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HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 16 Agustus 2010

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,
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TRI HARJUN ISMAJI

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2010 NOMOR 24

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,
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DEWO ISNU BROTO I.8S.
NIP. 19640714 199102 1 001




